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Fgn PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
\?7 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jin. Muhammda Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Basat 25651
Telepon (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924

Laman https://dpp.pesisirselatankah.go.id Pos-el dpp@pesisirselatan.go.id
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/3/DPP-PS/2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR:900/1/DPP-PS/2024 TANGGAL 04 JANUARI 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATA USAHAAN
KEUANGAN (PPK) PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN

PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR

Menimbang

Mengingat

SELATAN,

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
Nomor : 900/718/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 29 Desember
2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaraan pada Dinas Perikanan dan
Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaraan 2024

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumaterah Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undanga-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara (Lemb'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
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Pembentukan Produk Hukum Daerah 2021;

15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan;

16  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

18  Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;

19  Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

20 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
900,718 /Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 29 Desember 2023
tentang tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang namanya
tercantum dalam diktum pertama lampiran pertama
keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :

1. Menyiapkan Usulan dan organisasi dan personil
kegiatan yang dipimpinnya untuk ditetapkan pengguna
Anggaran

. Mengusulkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RKS

untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga

. Menyiapkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan

. Menyiapkan bahan untuk mengadakan perikatan atau

perjanjian dengan pihak ketiga

Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan

kepada pengguna Anggaran

. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan

7. Menandatangani kwitansi dan nota / faktur untuk

pembayaran kepada pihak ketiga

. Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

. Mengetahui bukti pembayaran dan kwitansi

. Menyelenggarakan pencatatan keuangan yang terkait

dengan pelaksanaan kegiatan

11. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan

biaya pelaksanaan kegiatan kepada bendaharawan
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dengan bukti-bukti yang sah

12. Membantu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran dalam menyiapkan laporan realisasi fisik dan
keuangan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya

13. Menerima Berita Acara hasil kegiatan dari pelaksana f
pihak ketiga

14. Menyerahkan berita acara hasil kegiatan kepada
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang mnya
tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas
dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menelitian kelengkapan SPP-PL pengadaan barang dan
jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan
diketahui / disetujui oleh PPTK.

2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-

LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan Lainnya
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan  oleh Bendaharawan
Pengeluaran

Melakukan verifikasi SPP

Menyiapkan SPM

Melakukan verifikasi harian atas permintaan

Melakukan akuntansi OPD

Menyiapkan laporan keuangan OPD

Jopgie e

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan
ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4. Pertinggal.
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LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
; PERIKANAN DAN PAN
NOMOR : 900/3/DPP-PS/2024 GAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TANGGAL 15 Januari 2024
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR:900 o (Wmm DAN
/1/DPP-PS/2024 TANGGAL 04 JANU
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PEMKSi\NA TEKNIS KEGIATAN e

PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS PERIKANAN GAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAY FANGAN KAR

PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENAT. TEN
; seside - sk ‘A USAHAAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPA' PES

Is

NAMA /NIP/PANGKAT/ JABATAN JABATAN DALAM

GOLONGAN

STRUKTURAL/FUNGSIONAL
TERTENTU

PROGRAM
/KEGIATAN

PROGRAM/KEGIATAN
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4
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1 ELKA MASRIZA A Md
19860426 201001 2 024
Penata Muda TK I (l1I/b)

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Pejabat Pelal a Teknis

Umum Perangi

Kegiatan

Daerab
Sub Kegiatan :

a. Penyedi K Instal
b. Penyediaan P
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Py Perundang-Und
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

g Penyel aan Rapat Koordi

i Listrik /Pe 1gan Bang

Kantor

Pett
Per

i dan K hasi SKPD

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa K i b
b. Penyedi Jasadan P

Jasa Penunjang Urusan P rintah Daerah

Daya Air dan Listrik
Umum Kantor

Kegiataan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan.

c. Memeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dokumen ini telah

secara yang

(BS/E), BSSN
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d. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ban®f ety

Penata Muda (1/a)

RENI SUSANTI, SPL M Si Perencanaan 3 Pelak. 1
19750417 200701 2 003 :;::n s
Pembina (TV/a)
b. Penyedi Admini Pelak Tugas ASN
c.KmdirnnIdAnPtnyuuunmhparmKﬂnnpnAWTmm
HENDRA SYAFUTRA, 8P Penata Kelola Kelautan dan Pejabat Pelaksana Teknis
19810216 201407 1 002 Perikanan Kegiatan

a. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota

Program P K Parons

Kegi Peny Peta Ki dan Ketah Pangan K
Sub Kegiatan :
a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analis Pria Ketahanan dan Kerentaan
Pangan
Keglatan ¥ Pangan K K [Kota
Sub Kegiatan :
a. Koordinasi dan Sinkronisasi P Ker Pangan Kabup
/Kota

RIRI LOVITA. 8.8IT Kepala Bidang Konsumsi dan Pc)abox. Teknis | P Pening Diversifikasi dan Ketahsnan Pangan Masyarakat

19800106 200312 2 002 Keamanan Pangan Kegiatan Kegiatan Pelak Pencapeaian Target Ki si Pangsn
Penata Tk | (I1/d) Wmmmmmoﬁ
Sub Kegitan :
a. Pemberdayaan yarakat dalam Penganek K:
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Dokumen ini lelah secars yang oleh Balai (BS/E), BSSN
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5T AVRMAN JULTA, SPL

19700703 200212 1 011
Pembina (IV/a)

Kepala Bidang Pemberdayaan
Nelayan

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

Pengolahan dan 40 Keamunas jiaell Periianan Beg)

Sub Kegiatan : Siala Miers dan goctl

a. Pelaksanaan Bimby
Usaha Pengolahan dan

dan Penerapen o atau Stander pada
Pemasaran Siaiq piro dan Kecil

b. Pcmberhn.?tﬂjlu bagi pelaky dan
Kecil Usaha Perixanan Skals Milcro
! (satu) daerah Kabupasen /Kota

| Progmam Peogrldass Pclocen Tz
Kegiatan Pemberdaynan
Sub Kegiatan : Nelayan Kecll Dalam Deerah Kabupaten/Kota
a. Pengembangan Kapasitas Nelayan
b. Pelaksanaan Fasilitasi Pemb -K‘:“ acadasnb
Nelayan Kecil R
Kegiatan

Danau,
Waduk, Rawa dan Genangan Air Leinnys yang dapat diusahakan dalam 1
(satu) Deerah Kab/Kota ™
Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Data Informasi Sumber Days flan
6 Henrl Susilowati, 8.F,. M.Si Kepala Bidang Perikanan Pejabat Pelaksana Teknis | Program Pengelolaan Perikanan Budidays
19720905 199903 2 003 Budidaya Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Budidaya lan
Pembina (IV/a) Sub Kegiatan :
a. Penyedi Prasarana Pembudiday Ikan Dalam | (satu) Dacrah
Kabupaten/Kota
Kegi Pemberday Pembudidaya lan Kecil
Sub Kegiatan :
a Pe bangan Kap Pembudidaya lkan Kecil
7 \unmmm Analis Keuangan Pusat dan | PPK SKPD
\ 19671008 200604 2 007 Daerah
D ini toleh secara ik yang oleh Balal Sertfi ik (BS/E). BSSN
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KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

FIRDAUS., S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006
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